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ABSTRAK

Korupsi merupakan kategori kejahatan luar biasaJextra ordinary crime yang 
menyebabkan kerugian pada sektor keuangan negara dan perekonomian negara. 
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penegakan hukum terhadap kejahatan 
tindak pidana korupsi melalui pemberian pidana tambahan pembayaran uang 
pengganti. Konsep pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam 
undang-undang tindak pidana korupsi yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembanyaran 
uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil 
kejahatannya dan uang hasil tindak pidana korupsi kembali negara. Dari latar 
belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: 1 Bagamana 
pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana dalam 
putusan MA No. 167K/Pid/2004 dalam rangka mengembalikan uang negara; 2 Apa 
saja kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mengembalikan 
uang negara. Dalam penulisan sikripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 
yuridis empiris yang didukung oleh penelitian normatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1 Pelaksanaan pembayaran uang pengganti terhadap putusan 
MA No. 167K/Pid/2004 tidak berhasil dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena 
terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti sehingga 
diganti dengan subsider pidana penjara. Dalam hal tersebut Jaksa Penuntut Umum 
tidak dapat melakukan penyitaan untuk menutupi uang pengganti karena tidak 
menemukan harta benda terpidana hasil tindak pidana korupsi pada saat pasca 
putusan hakim berkekuatan hukum tetap 2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa 
Penuntut umum adalah karena proses peradilan yang membutuhkan waktu lama 
untuk mencapai putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kesempatan 
yang menyembunyikan harta benda hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan putusan 
hakim yang menjatuhkan subsider pidana penjara yang relatif ringan sehingga 
terpidana berusaha untuk menghindari pengganti dan memilih subsider pidana 
penjara karena lebih menguntungkan.

Kata kunci:
Uang pengganti, Jaksa
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

hukum adalah adanya jaminanPrinsip penting dalam negara 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lain untuk meyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.1 Salah satu untuk menjalankan prinsip negara hukum dengan sistem

peradilan pidana (SPP).

Dilihat dari aspek substansi, SPP adalah hukum formal yang mengatur 

bagaimana agar penyelesaian kasus pidana agar tidak terjadi sewenang-wenang 

apabila ada tindak pidana.2 Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi dan 

memberantas kejahatan, melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi

kepentingan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum merupakan bagian 

dari subsistem SPP yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral

lJimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 
Jakarta, PT.Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm.512.

2Luhut M.P.Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Adhoc Suatu Studi Teoritis Mengenai 
Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Pascasarjana UI dan Papas Sinar Sinanta, Jakarta, 
2009, hlm.44.
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serta saling mengisi dengan subsistem yang lainnya3 untuk mencapai tujuan dari 

sistem hukum.4

Kejaksaan sebagai subsistem SPP merupakan pengendali proses perkara 

dominis litis yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, 

karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus 

perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 

menurut hukum acara pidana.5

atau

atau

Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam 

Pasal 24 ayat 1 UUD 19456. Lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang berada 

dilingkungan peradilan umum dalam hal penuntutan7 dan dibidang perdata dan 

tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya dalam 

membela kepentingan negara atau pemerintah dan membela kepentingan rakyat. 8

Kejaksaaan merupakan lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,

3Lembaga penegak hukum dalam SPP selain kejaksaaan yakni polisi, advokat, lembaga 
pemasyakatan dan pengadilan.

4Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta, 
Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 101. 

sIbid, hlm. 105.
6 Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh mahkamah

umum, 
negara,

a8ung dan badan peradilan lainnya yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

7Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara ke pengadilan negeri yang berwewenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan. &

Marwan Effendy, Op.Cit, hlm. 120.



3

penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.9

melaksanakan kekuasaanKejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang

dibidang penuntutan dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban 

dan kebenaran berdasarkan hukum serta wajib menggali nilai-nilai

negara 

hukum

kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan didasarkan 

pada asas legalitas yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan 

kewenangan kepada jaksa sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum yang 

mewakili pemerintah dalam penegakan hukum pidana.11 Kewenangan jaksa diatur 

dalam ketentuan Pasal 54 ayat l12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1313 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta dalam Pasal 30 ayat l14 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengenai perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai tugas dan

wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam

9Pcnjelasan umum atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia.

1QIbid.
nSyarifuddin Pettanasse, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Unsri, Palembang,

2011, hlm.61.
12Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

adalah Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa 

penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

l4Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia, di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.
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ketentuan Pasal 2615 dan Pasal 3916 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Tindak Pidana Korupsi serta melaksanakan putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b17, Pasal 18 ayat 2 

18 dan Pasal 18 ayat 319 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 

3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam hal

Pemberantasan

15Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 
korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang ini.

,6Pasal 39 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 
Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan 
Peradilan Militer.

17Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan 
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

l8Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
adalah jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi 
uang pengganti tersebut.

19Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
adalah dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 
pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara 
yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan 
dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 
pengadilan.
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pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pidana 

tambahan20 pembayaran uang pengganti dalam rangka mengembalikan uang

negara.

Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar b\asaJextra 

ordinary crimes yang dilakukan secara rapi dan sistematis, sehingga untuk 

menangani kejahatan tersebut diperlukan penanganan serius diantaranya 

penegakan hukum melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Konsep pembayaran uang pengganti adalah mengembalikan uang negara 

sama dengan hasil yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi. Pidana 

tambahan tentang pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari tujuan 

pemidanaan yakni memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi 

sehingga terpidana tidak menikmati hasil kejahatannya dan uang hasil 

kejahatannya kembali ke negara. Hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 

keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam bukunya Efi Laila Khlolis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara 
Korupsi, Depok, Solusi Publishing, 2010, hlm.10. bahwa pidana tambahan adalah pidana 
hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan, jadi tidak dapat berdiri sendiri kecuali 
tertentu dalam perampasan barang tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat 
dijatuhkan tetapi tidak keharusan, tergantung pada pertimbangan hakim, yang artinya tidak 
keharusan hakim untuk menjatuhkan uang pengganti.

yang
hal
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dalam menjalankan putusan pengadilan dan penetapanKejaksaan

pengadilan, harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan 

dalam bersikap dan bertindak.21 Hal tersebut menjadi pedoman atau dasar pijakan 

kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tmdak 

pidana korupsi sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai

wujud negara hukum.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap tentang pembayaran uang pengganti, kejaksaan masih menggunakan 

KUHAP yang diatur dalam ketentuan Pasal 27322 dan Pasal 27423 KUHAP. 

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebenarnya tidak diatur di dalam 

KUHAP, namun hal tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dalam Pasal 28424 KUHAP 

dijelaskan apabila belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus yang

21 Lihat Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia.

22Pasal 273 KUHAP berbunyi:
1. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan 

jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan 
acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi;

2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan;

3. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk 
negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa 
menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga 
bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan 
atas nama jaksa;

4. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk 
paling lama satu bulan.

Pasal 274 KUHAP adalah dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut 
tatacara putusan perdata.

24Pasa! 284 ayat 2 KUHAP bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini 
diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan 
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan 
pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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mengatur mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, maka berlaku 

ketentuan dalam hukum acara pidana. Jadi jelas bahwa aturan yang tercantum 

dalam KUHAP tetap berlaku dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kecuali 

ditentukan lain dalam perundang-undangan.

Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam merealisasi uang pengganti di 

lapangan adalah banyaknya terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti dan 

lebih memilih subsider pidana penjara sehingga berdampak pada tunggakan uang 

pengganti. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penyitaan terhadap harta 

benda terpidana hasil tindak pidana korupsi dalam rangka menutupi uang 

pengganti.

Mengenai perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 menyatakan bahwa eksekusi atas pidana

pembayaran uang pengganti melalui penyitaan yang akan dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum tidak perlu ada campur tangan pihak pengadilan.25 Tindakan 

penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan tindakan tindakan represif 

yang dibenarkan oleh hukum dalam rangka pengembalian uang negara.

Pelaksanaan putusan pengadilan pembayaran uang penganti dilakukan 

dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana 

selama tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan 

kekuatan hukum tetap dan dalam tempo waktu 1 bulan tidak juga dibayar maka 

dilakukan usaha penyitaan harta benda terpidana hasil tindak pidana korupsi dan

mempunyai

25Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan hukum Indonesia, Diadit Media, Jakarta, 
2009, hlm.312.
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dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara serta 

apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang 

pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 

maksimal pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang 

dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam putusan hakim.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.167 K/Pid/2004, menyatakan 

terdakwa Drs.Najamuddin Siregar bin H. Baleo Saleh Siregar terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat- 

alat perlengkapan laboratorium di Politeknik Negeri Sriwijaya menghukum dengan 

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menghukum pula terdakwa untuk 

membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.126.477.273,- dengan ketentuan jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lamai (satu) bulan 

sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat 

disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti 

dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan.26

Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana pembayaran pengganti 

senilai Rp. 1.126.477.273,- tidak sebanding dengan subsider pidana penjara atau 

hukuman badan yang relatif ringan dengan hanya 6 bulan apabila tidak membayar 

uang pengganti. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam rangka 

untuk memberikan efek jera bagi terpidana karena memberikan kesempatan

DircktoriPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,http://putusan.mahkamahagunc c 
o.id/putusan/dovvnloadpdf/95afcb45c46e72716afa5880ac6ddb9/zip, Diakses, 26 Maret 2012.

http://putusan.mahkamahagunc
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terpidana untuk memilih subsider pidana penjara yang relatif ringan dari pada 

membayar uang pengganti karena lebih menguntungkan pihak terpidana korupsi.

Adanya alternatif hukuman subsider pidana penjara apabila tidak mebayar 

uang pengganti akan menimbulkan permasalahan dalam praktek yakni terpidana 

akan memilih melaksanakan hukuman subsider pidana penjara yang 

menguntungkan dari pada pembayaran uang pengganti. Hal tersebut menimbulkan 

kesempatan terpidana dan keluarganya untuk mengalihkan atau menyembunyikan 

harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara 

dipindahtangankan ke pihak ketiga, melakukan pencucian uang atau money 

laundering dan harta kekayaannya disimpan di luar negeri. Pemberian hukuman 

dengan subsider pidana penjara apabila tidak membayar uang pengganti akan 

berdampak pada kerugian negara tidak dapat ditutupi dalam rangka penyelamatan

uang negara.

Pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi karena 

yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh orang- 

orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial 

masyarakat sehingga sulit untuk melacak harta kekayaannya.27 Selain itu, 

kesulitan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi 

adalah proses peradilan yang berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga 

sulit menelusuri uang hasil kekayaan terpidana.

LangkahHukumYangHarusDitempuhDalamPenyelesaianTunggakanPembayaranUang 
Pengganti,http://ww.kejaksaan.go.id/unitJcejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=l&id=
53&bc= , Diakses 5 Mei 2012.

http://ww.kejaksaan.go.id/unitJcejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=l&id=


10

Langkah untuk mengoptimalkan pembayaran uang penganti yakni melalui 

penyitaan harta benda hasil kejahatan korupsi pada tahap penyidikan yang 

dipertimbangkan untuk menutupi uang pengganti apabila terpidana tidak 

membayar uang pengganti sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Maka dilaksanakan kerjasama 

dengan dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, keterpaduan antar 

komponen atau subsistem terkait sehingga satu kesatuan yang utuh dalam 

berkoordinasi dengan tetap menghormati tugas dan wewenang masing-masing 

lembaga.28

mau

Banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembayaran uang

pengganti di lapangan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka 

penulis tertarik membahas tentang “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti 

Oleh Kejaksaan Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka 

Pengembalian Uang Negara (Studi Putusan MA No. 167/K/Pid/2004)”

u penje,asan Pasal 33 Lihat Pasa! 30 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
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B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti 

dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.167

K/Pid/2004.

2. Apa kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pembayaran 

pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi 

terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.l67K/Pid/2004.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti

yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka

mengembalikan uang negara hasil tindak pidana korupsi terhadap

terpidana korupsi dalam putusan MA No.167 K/Pid/2004.

2. Untuk menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam melaksanakan pembayaran uang pengganti dalam perkara 

tindak pidana korupsi terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA

No. 167K/Pid/2004.
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D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat 

pemahaman tentang gambaran pelaksanaan dan prosedur eksekusi oleh kejaksaan 

terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tentang pembayaran uang 

pengganti dalam mengembalikan kerugian negara.

2. Manfaat Praktis

Memberi masukan kepada lembaga kejaksaan dalam mengatasi 

hambatan/kendala dalam melaksakan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak

pidana korupsi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian hukum

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Empiris dan didukung 

oleh yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang 

mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi 

kebutuhan konkret dalam masyarakat.29 Penelitian empiris merupakan penelitian

29Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 1998, hlm.70.
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yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan dan penelitian yuridis normatif 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Jenis Pendekatan Hukum

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kasus (case approach) 

yakni melakukan telaah terhadap kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.31 Pendekatan kasus dilakukan mengenai 

pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti di lapangan oleh Jaksa 

Penuntut Umum atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap 

terpidana korupsi dalam putusan MA No.l67K/Pid/2004.

3. Jenis Pengumpulan Data

Sumber data adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari

sumber pertama/diperoleh langsung yakni data dari lapangan dengan didukung

oleh data sekunder untuk melengkapi. Data sekunder merupakan data penunjang

yang mencakup bahan:

a) Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas.32 Misalnya putusan-putusan hakim seperti putusan 

MA. 167K/PID/2004 dan peraturan perundang-undangan, seperti UUD 

1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

30Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1988, hlm.9.
2010 hl 3194** MahmUd Marzuki’ Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

32/6w/, hlm.141.
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dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Peraturan 

Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan 

Korupsi;

b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku 

teks, jurnal-jurnal hukum.33

c) Bahan hukum tersier yakni pemanfaatan teknologi internet.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan terhadap informan yaitu kepala seksi 

pidana khusus (Kasi Pidsus) yang menangani tentang pelaksanaan eksekusi uang 

penganti di Kejaksaan Negeri Palembang dengan maksud untuk memperoleh data 

yang akurat sebab lembaga ini langsung menangani pembayaran uang pengganti 

terhadap terpidana korupsi dalam putusan MA No.l67K/Pid/2004 tentang kasus 

tindak pidana korupsi di Politeknik Negeri Sriwijaya dalam pengadaan alat-alat 

perlengkapan laboratorium.

nIbid
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5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 

informan/narasumber secara mendalam dengan sifat pertanyaan terbuka.

b) Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran data penunjang, 

baik berupa data uang penganti yan berhasil di eksekusi, data uang 

negara yang diselamatkan, berbagai peraturan perundangan, berbagai 

literatur pendukung dan penelusuran melalui teknologi informasi.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara. Sifat penelitian

hukum yang digunakan adalah penelitian eksploratori yang bertujuan untuk 

memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum 

diketahui.34

7. Penarikan Kesimpulan

Data yang digunakan akan dikumpulkan dengan dianalisis dengan proses 

berpikir induktif. Proses berpikir induktif merupakan proses berpikir untuk 

menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus 

yang digunakan dalam penelitian kasus studi hukum.35

Band 2004dhlka^9 M°hammad’ Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 
Ibid hlm.52.
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